
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - 

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang untuk 

kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Kepala Daerah; 

BUPATI KETAPANG," 

Mengingat 

Menimbang 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 ·2015 

TENT ANG 

SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 9 TAHUN 2011 

BUPATI KETAPANG 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4405); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4124); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Ke4angan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 



' 

t 

18. Peraturan Daerah Nomor . 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Dokumen Perencanaan dan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Lembaran Oaerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 
Nomor4); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2008- 2013; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2010-2014; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817}; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4953); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 

Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578); 



tercantum dalam lamplran yang merupakan baglan tidak terpisah dari peraturan Bupati inl. 

Pasal2 
RPJMO adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, kebijakan, program 
Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 ( lima) tahun temitung mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana . . .. 

BASH 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, mlsl, kebijakan, program Bupati untuk kurun waktu 5 { lima ) 
tahun. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selar'ljutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah { RKPD ) 
adalah dokumen perencanaan pemt>angunan daeral1 untuk kurun waktu 1 ( satu ) tahun. 

6. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra - SKP.D adalah dokumen 
perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 5 ( lima ) tahun. 

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan : 
1. Oaerah adalah Oaerah Kabupaten Ketapang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Kabupaten Ketapang. 
3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanJutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan . 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH OAERAH (RPJMD) KABUPATEN KETAPANG 
TAHUN 2011-2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Bidang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); 



Salinan Sesuai dengan aslinya 
Asisten Sekretaris Daerah 

Bidang Pemerintahan ----.. 

BERlTA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 25 

F. SUNGKALANG 

no 

HENRI KUS 
Diundangkan di Ketapang 
Pada tanggal 6 Mei 2011 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

no 

BUPATIKETAPANG 

Ditetapkan di Ketapang 
pa,da tanggal 4 Mei 2011 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Pasal4 
Peraturan Bupatl ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal3 

Penjabaran dari RPJMD ini akan ditindaklanjuti RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Renstra - SKPD 
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) . 


